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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hak milik adalah hak untuk 

menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas 

terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan 

dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan 

yang berhak menetapkannya, dan tidak menggangu hak-hak orang lain; 

kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu 

demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan 

pembayaran ganti rugi.1 

Dalam penggunaan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, salah satu yang 

paling umum dilakukan adalah peralihan. Peralihan yang dimaksud adalah 

perpindahan hak antara pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam praktiknya, 

peralihan hak yang kita kenal umumnya adalah jual-beli, tukar-menukar, dan lain-

lain yang salah satunya adalah berbentuk hibah.  

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah adalah suatu 

perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan 

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si 

penerima hibah yang menerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-

undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang 

 
1 Pasal 570, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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yang masih hidup.2 Dari ketentuan tersebut diatas dapat terlihat bahwa undang-

undang secara tegas menyebutkan “tidak dapat menarik kembali”, kecuali 

penghibahan tersebut dilakukan dengan melanggar Pasal 1668 KUHPerdata yang 

berbunyi “ Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk 

menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam 

hibah; hibah yang semacam itu, sekedar mengenai benda tersebut, dianggap sebagai 

batal3”, Pasal 1670 yang berbunyi “Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan 

syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, 

selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu 

daftar yang ditempelkan padanya4”, Pasal 1678 yang berbunyi “Dilarang adalah 

penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak 

berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak 

yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si 

penghibah5”. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik 

kembali selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hal-hal sebagaimana 

tersebut diatas. 

Seorang pemberi hibah tidak lepas dari peristiwa kematian, dimana saat 

seorang pemberi hibah meninggal dunia pemberi hibah akan meninggalkan harta 

peninggalan dan pemberi hibah akan dikenal sebagai pewaris. Pewaris adalah orang 

yang telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang berhak 

atas harta peninggalan dari pewaris yang bersangkutan yang keseluruhan hal-hal 

 
2 Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
3 Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
4 Pasal 1670 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
5 Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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sebagaimana tersebut diatas biasanya dikenal dengan pewarisan. Dalam peristiwa 

pewarisan ini, untuk memperoleh warisan atau harta peninggalan mestilah dipenuhi 

dua syarat yaitu: 

1. Ada orang yang meninggal dunia, dan; 

2. Ada orang yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia.6 

Sehingga dalam suatu pewarisan tersebut jelas terlihat bahwa orang yang 

meninggal dunia adalah pewaris, dan yang masih hidup saat pewaris meninggal 

dunia adalah ahli waris dari pewaris tersebut dan berhak atas warisan atau harta 

peninggalannya. 

Pemberian hibah semasa hidup tidak boleh melanggar Legitime Portie ahli 

warisnya dikemudian hari sebagaimana terlihat dalam Pasal 920 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yang berbunyi “Terhadap segala pemberian atau 

penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang 

mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah 

kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, tetapi hanyalah 

atas tuntutan para ahli waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka. Namun 

demikian, para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari 

sesuatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal”7. Bagi yang 

beragama Islam larangan pemberian hibah yang melanggar Legitime Portie ini 

diatur lebih jelas sebagaimana terlihat dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam 

yang berbunyi “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal 

 
6 Mohammad Isa Arief, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, 

Cetakan Keempat, (Jakarta : PT Intermasa, 1994), hal. 14. 
7 Pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta 

bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk 

dimiliki”.8 

Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 916a yang 

berbunyi “Dalam hal-hal, bilamana guna menetukan besarnya bagian mutlak harus 

diperhatikan adanya beberapa waris, yang kendati menjadi waris karena kematian, 

namun bukan waris mutlak maka, apabila kepada orang-orang selain ahli waris tak 

mutlak tadi, baik dengan suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun 

dengan surat wasiat, telah di hibahkan barang-barang sedemikian banyak, sehingga 

melebihi jumlah mana, andai kata ahli waris tak mutlak tadi tidak ada, sedianya 

adalah jumlah terbesar yang diperbolehkan, dalam hal-hal demikian pun, haruslah 

hibah-hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan yang demikian sehingga 

menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi, sedangkan tuntutan untuk 

itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para ahli waris mutlak, beserta 

sekalian ahli waris dan pengganti mereka. Pasal 920-929 berlaku dalam hal ini.”9 

Dari konsep dasar peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa “suatu hibah tidak 

selamanya tidak dapat ditarik kembali”.  

Legitime Portie sebagaimana tersebut dalam Pasal 916a Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata di atas adalah bagian warisan menurut undang-undang 

ialah “bagian  mutlak atau Legitime Portie, adalah suatu bagian dari harta 

peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut 

undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan 

 
8 Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. 
9 Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun 

selaku wasiat10. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Legitime Portie tersebut 

adalah bagian mutlak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk diterima 

oleh ahli waris. Dengan demikian, yang berhak atas Legitime Portie tersebut adalah 

ahli waris dalam garis lurus keatas dan kebawah yakni anak dan garis lurus kebawah 

dan seterusnya, serta orang tua dan garis lurus keatas dan seterusnya. Yang 

dimaksud garis lurus tersebut adalah adanya hubungan darah antara generasi yang 

berada di atas, dengan generasi yang ada dibawahnya secara langsung. Dalam hal 

adanya ahli waris Legitimaris dan terdapat juga ahli waris Non-Legitimaris yang 

terdiri dari pasangan (suami/istri), dan saudara-saudara pewaris.11 Non-Legitimaris 

ini adalah ahli waris yang dalam hakekatnya tidak memiliki bagian mutlak 

sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Non-

Legitimaris tidak berhak untuk menuntut harta selain yang telah jatuh kepadanya. 

Dalam pelaksanaannya, Legitime Portie hanya dapat diajukan oleh Legitimaris 

dengan mengajukan gugatan setelah warisan terbuka atau pewaris meninggal dunia. 

Dilihat dari ketentuan tentang Legitime Portie tersebut terlihat bahwa ahli 

waris Legitimaris diberikan hak untuk menuntut hak atas warisan, apabila bagian 

mutlak dari suatu warisan tidak diterima ahli waris legitimaris. Hak untuk menuntut 

warisan ini dipertegas pada pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

berbunyi : “Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak 

warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa 

dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti 

 
10 Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
11 Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta : Rajawali Pers) Hal. 83, ISBN 979-421-615-1. 



 

6 
 

pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia 

boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-

satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan 

demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang 

dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, 

pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini 

terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.” 

Dalam kehidupan sehari-hari tak jarang ditemukan dalam suatu keluarga, 

peralihan harta orang tua tidak diketahui oleh anak-anaknya seperti yang dialami 

keluarga Almarhumah Clara Diaz dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka 

Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017. Semasa hidupnya Clara Diaz 

memiliki 12 (dua belas) orang anak yaitu : 

1. Aloysius Djawa (meninggal tahun 1978); 

2. Ernestin Dortje Djawa (meninggal tahun 2011); 

3. Maria Itje Djawa; 

4. Elisabeth Magdalena K. Djawa (Penggugat II); 

5. Helena Djawa (meninggal tahun 1993); 

6. Ferdinandus Djawa (meninggal usia 2 tahun); 

7. Martha Djawa (meninggal usia 2 tahun); 

8. Martha Djawa (Penggugat III); 

9. Matheus Maxi Djawa (meninggal tahun 2000); 

10. Bernadetha Djawa (meninggal tahun 2010); 

11. Paulus Djawa (Penggugat I); dan 
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12. Chatarina Djawa (Penggugat IV). 

Almarhumah Clara Diaz semasa hidupnya juga memiliki sebidang tanah 

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Kelurahan Lokea tanggal 20 September 

1996 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran ±7 m2 X 9 

m2  (lebih kurang tujuh meter persegi kali sembilan meter persegi). Pada tahun 2003 

Almarhumah Clara Diaz menghibahkan tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak 

Milik Nomor 40/Kelurahan Lokea tanggal 20 September 1996 tersebut kepada 

seorang anaknya yaitu Almarhumah Bernadetha Djawa (ibu kandung Tergugat I – 

VI) berdasarkan akta hibah nomor : 28/PPAT/KEC.LTK/III/2003 tanggal 11 Maret 

2003 yang dibuat oleh Valentinus Tukan, BA. (Tergugat VII), pada waktu itu 

Camat Larantuka dalam kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara (PPATS) yang kemudian sertipikat tersebut diproses oleh Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur (Tergugat VIII) sehingga terbitlah 

sertipikat Hak Milik nomor 40 tahun 2003 atas nama Bernadetha Djawa. 

Clara Diaz selaku pemberi hibah meninggal pada tahun 2010 dan ahli waris 

almarhumah Clara Diaz (penggugat I-IV) melakukan gugatan kepada para tergugat 

untuk pembagian harta warisan pada 15 November 2016 , yaitu kurang lebih 13 

tahun setelah hibah dilaksanakan. Penggugat menggugat atas dasar ketentuan pasal 

834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk mempertahankan hak warisnya 

dan memohon untuk objek warisan yang sudah dihibahkan kepada almarhumah 

Bernadetha Djawa dimasukan kedalam bundel waris untuk dibagikan kepada 

penggugat berdasarkan prinsip Legitime Portie menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. 
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Majelis Hakim dalam memeriksa perkara menekankan pada aturan 

pelaksanaan hibah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi patokan pembuatan akta hibah yang 

dilakukan oleh PPAT. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 

7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017 pelaksanaan hibah tidak dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hibah, dimana hibah dilakukan tidak 

dihadapan PPAT, akta hibah tidak dibacakan, dan akta dibuat di hadapan satu orang 

saksi saja. 

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara juga melakukan pemeriksaan 

terhadap warkah dan buku tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Kelurahan 

Lokea dimana warkah dan buku tanah merupakan bukti penting atas sah tidaknya 

suatu perbuatan hukum atas tanah. Dimana warkah disiapkan oleh pemohon 

pendaftaran tanah, yang umumnya dalam hibah dikuasakan kepada PPAT yang 

membuat akta hibah untuk memproses suatu perbuatan hukum atas tanah di Badan 

Pertanahan Nasional sebagai bukti formil kebenaran transaksi atas tanah. Dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 

2017, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur (Tergugat VIII) tidak 

dapat menghadirkan warkah kedalam persidangan. 
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Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 

7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017 memutuskan bahwa akta hibah yang 

dibuat PPAT cacat hukum dan penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan 

Nasional mengandung cacat administrasi, sehingga akta hibah nomor : 

28/PPAT/KEC.LTK/III/2003 batal demi hukum dan sertipikat Hak Milik nomor 40 

tahun 2003 atas nama Bernadetha Djawa tidak sah dan tidak tidak berkekuatan 

hukum mengikat. 

Peran PPAT sangat besar dalam melindungi kepastian hukum pelaksanaan 

hibah, terutama untuk melindungi kehendak pemberi hibah untuk memberikan 

objek hibah dan penerima hibah yang menerima objek hibah tersebut dari gugatan 

yang dapat terjadi dikemudian hari oleh ahli waris pemberi hibah, dimana seorang 

yang sudah meninggal tidak dapat lagi memberikan keterangannya. Sehingga suatu 

akta PPAT lah yang berperan besar menjadi bukti otentik dan pelindung kehendak 

para pihak dalam melakukan suatu hibah. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS PERAN PPAT DALAM PERLINDUNGAN PENERIMA 

HIBAH TERHADAP OBJEK HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIME 

PORTIE AHLI WARIS PEMBERI HIBAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017)”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 
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1. Dapatkah seseorang menghibahkan tanahnya tanpa mengindahkan 

ketentuan tentang Legitime Portie ? 

2. Bagaimana peran PPAT dalam melaksanakan suatu Hibah sehingga tidak 

merugikan kepentingan penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah? 

3. Apakah putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 

7/Pdt.G/2016/PN.Lrt Tanggal 15 Mei 2017 telah sesuai dengan Undang-

undang dikaitkan dengan tugas dari PPAT ? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan gambaran hibah hak atas tanah yang tidak mengindahkan 

ketentuan tentang Legitime Portie dapat dilakukan atau tidak. 

2. Mendapatkan gambaran bagaimana seorang PPAT harus bertindak dalam 

melaksanakan suatu hibah agar tidak merugikan kepentingan penerima 

hibah dan ahli waris pemberi hibah. 

3. Menganalisa kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut 

dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan 

memberikan informasi kepada publik, mahasiswa, terutama praktisi 

hukum mengenai pelaksanaan hibah dan bagaimana peraturan yang 

berlaku di Indonesia mengatur tentang hibah tersebut. 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu Notaris dan PPAT dalam 

melaksanakan suatu hibah, praktisi hukum dalam menangani kasus tentang 

hibah. 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis kemukakan 

dalam setiap bab. Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang 

masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar 

sistematika dalam penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Penulis pada bab ini akan memaparkan Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

dan Sistematika Penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis pada bab ini akan memaparkan kajian pustaka yang 

relevan dengan objek penelitian sesuai dengan masalah yang 

diteliti, yaitu tinjauan umum mengenai manusia sebagai 

subjek hukum, perkawinan, Pewarisan menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, hibah, dan PPAT. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis pada bab ini akan memaparkan mengenai metode 

yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini, termasuk 
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jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV : ANALISIS  

Penulis pada bab ini akan membahas mengenai kasus, 

peraturan-peraturan yang berlaku, dan praktik yang 

dilakukan Notaris/PPAT yang didasarkan pada latar 

belakang, dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan 

sebelumnya. 

BAB V : PENUTUP 

Penulis pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


